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I. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang Masalah

Per�z�nan merupakan salah satu 
permasalahan yang mendasar bag� pemohon 
per�z�nan dalam penyelenggaraan penanaman 
modal d� Indones�a. Per�z�nan merupakan 
salah satu langkah awal yang pent�ng dalam 
memula� keg�atan usaha. Kepem�l�kan 
per�z�nan sesua� ketentuan yang berlaku 

merupakan suatu bukt� legal�tas bag� suatu 
keg�atan usaha yang d�nyatakan sah atau 
d�perbolehkannya seseorang atau badan 
hukum untuk melakukan keg�atan usaha. 
Tanpa bukt� legal�tas tersebut, keg�atan usaha 
yang bersangkutan berada dalam kond�s� 
�nformal. Bukt� legal�tas yang d�butuhkan 
oleh penanam modal merupakan bentuk 
perl�ndungan dan kepast�an hukum bag� para 
p�hak yang terl�bat dengan keg�atan usaha 
yang bersangkutan. Dengan art� la�n, apab�la 
usaha yang d�lakukan t�dak d�lengkap� 
dengan dokumen legal�tas yang d�butuhkan 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, akan sul�t bag� suatu keg�atan 
usaha untuk mengembangkan usahanya d� 
Indones�a. 

Dengan lah�rnya Undang-Undnag 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republ�k Indones�a Nomor 4724) 
telah menunjukan terjad�nya perubahan 
parad�gma yang bercorak sentral�st�k menjad� 
desentral�sas� dalam penyelenggaraan 
penanaman modal d� Indones�a. Hal �n� 
juga d�tegaskan dalam Pasal 13 dan Pasal 
14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemer�ntahan Daerah selanjutnya 
d�rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemer�ntahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ�k Indones�a Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ�k Indones�a Nomor 5587), yang 
d�sebutkan bahwa ba�k Pemer�ntah Prov�ns� 
maupun Pemer�ntah Kabupaten/Kota hanya 
mem�l�k� kewenangan d� b�dang Penanaman 
Modal sebaga� urusan waj�b Pemer�ntah, 
Pemer�ntah Prov�ns� dan Pemer�ntah 
Kabupaten/Kota. Pasal tersebut kemud�an 
d�t�ndaklanjut� dengan d�terb�tkannya 
Peraturan Pemer�ntah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembag�an Urusan Pemer�ntahan 
antara Pemer�ntah, Pemer�ntahan Daerah 
Prov�ns�, dan Pemer�ntahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republ�k 
Indones�a Nomor 4737), yang d�pertegas 
dalam Pasal 2 ayat (4) yang menekankan 
urusan waj�b d� b�dang penanaman modal 
yang merupakan salah satu d�antara 31 (t�ga 

puluh satu) urusan waj�b yang d�serahkan 
kepada Pemer�ntah Daerah.

Pendelegas�an wewenang melalu� corak 
desentral�sas� dar� Pemer�ntah Pusat kepada 
Pemer�ntah Daerah dalam b�dang Penanaman 
Modal, pal�ng t�dak telah member�kan 
hembusan ang�n segar kepada Pemer�ntah 
Daerah untuk membuat keb�jakan send�r� 
d� b�dang Penanaman Modal. Berdasarkan 
�kl�m desentral�sas� tersebut, Pemer�ntah 
Kabupaten/Kota dan Prov�ns� d�harapkan 
segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu 
P�ntu B�dang Penanaman Modal. 

Hal �n� d�pertegas kembal� dengan 
d�terb�tkannya Peraturan Menter� Dalam 
Neger� Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu P�ntu yang merupakan pedoman 
dalam penyelenggaraan suatu per�z�nan dan 
non per�z�nan yang proses pengolahannya 
d�mula� dar� tahap permohonan sampa� 
dengan tahap d�terb�tkannya dokumen 
yang d�lakukan dalam satu tempat. Hal 
�n� d�maksudkan untuk men�ngkatkan 
kual�tas layanan publ�k dan member�kan 
akses yang leb�h luas kepada masyarakat 
untuk memperoleh pelayanan publ�k 
agar terwujudnya pelayanan publ�k yang 
cepat, murah, mudah, transparan, past� 
dan terjangkau dan men�ngkatnya hak-hak 
masyarakat terhadap pelayanan publ�k.

Dalam penyelenggaran penanaman 
modal d� Indones�a sebaga� pelaksana Pasal 
26 ayat (3) dar� Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah 
d�terb�tkan Peraturan Pres�den Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu 
P�ntu d� B�dang Penanaman Modal. Dalam 
Pasal 1 ayat 4 Peratuan Pres�den Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu 
Satu P�ntu d� B�dang Penanaman Modal 
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d�sebutkan bahwa : Pelayanan Terpadu Satu 
P�ntu, yang selanjutnya d�s�ngkat PTSP 
adalah keg�atan penyelenggaraan suatu 
Per�z�nan dan Nonper�z�nan yang mendapat 
pendelegas�an atau pel�mpahan wewenang 
dar� lembaga atau �nstans� yang mem�l�k� 
kewenangan Per�z�nan dan Nonper�z�nan 
yang proses pengelolaannya d�mula� dar� 
tahap permohonan sampa� dengan tahap 
terb�tnya dokumen yang d�lakukan dalam 
satu tempat. Dan dalam Pasal 10 d�jelaskan 
bahwa : Penyelenggaraan PTSP d� b�dang 
Penanaman Modal oleh Pemer�ntah Daerah 
d�laksanakan oleh pemer�ntah prov�ns� dan 
pemer�ntah kabupaten/kota. Dalam Pasal 11 
juga d�jelaskan bahwa : 
(1) Penyelenggaraan PTSP d� b�dang 

Penanaman Modal oleh pemer�ntah 
prov�ns� d�laksanakan oleh PDPPM.

(2) Dalam menyelenggarakan PTSP d� 
b�dang Penanaman Modal sebaga�mana 
d�maksud pada ayat (1), Gubernur 
member�kan Pendelegas�an Wewenang 
pember�an Per�z�nan dan Nonper�z�nan 
d� b�dang Penanaman Modal yang 
menjad� urusan pemer�ntah prov�ns� 
kepada kepala PDPPM.

(3) Urusan pemer�ntah prov�ns� 
sebaga�mana d�maksud pada ayat (2), 
mel�put�:

 a. urusan pemer�ntah prov�ns� 
d� b�dang Penanaman Modal 
yang ruang l�ngkupnya l�ntas 
kabupaten/kota berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 
mengena� pembag�an urusan 
pemer�ntahan antara Pemer�ntah 
dan pemer�ntahan daerah prov�ns�; 
dan

 b. urusan Pemer�ntah d� b�dang 
Penanaman Modal sebaga�mana 

d�maksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) yang d�ber�kan Pel�mpahan 
Wewenang kepada Gubernur.

PDPPM dalam hal �n� d�jelaskan 
berdasarkan Pasal 1 ayat 7 adalah : Perangkat 
Daerah Prov�ns� b�dang Penanaman Modal, 
yang selanjutnya d�s�ngkat PDPPM adalah 
unsur pembantu kepala daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemer�ntahan daerah 
prov�ns�, dengan bentuk sesua� dengan 
kebutuhan mas�ng-mas�ng pemer�ntah 
prov�ns�, yang menyelenggarakan fungs� 
utama koord�nas� d� b�dang Penanaman 
Modal d� Pemer�ntah Prov�ns�.

Sebaga� pedoman dalam 
penyelenggaraan penanaman modal yang 
merupakan penjabaran dar� Pasal 15 ayat (1) 
Peratuan Pres�den Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Terpadu Satu P�ntu d� 
B�dang Penanaman Modal telah d�terb�tkan 
Peraturan Kepala Badan Koord�nas� 
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 
jo Peraturan Kepala Badan Koord�nas� 
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
Badan Koord�nas� Penanaman Modal Nomor 
5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata 
Cara Per�z�nan dan Nonper�z�nan Penanaman 
Modal dalam Pasal 7 d�sebutkan :
(1).  Penyelenggaraan PTSP d� b�dang 

Penanaman Modal oleh pemer�ntah 
prov�ns� sebaga�mana d�maksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) d�laksanakan 
oleh PDPPM / Instans� Penyelenggara 
PTSP.

(2). Untuk penyelenggaraan PTSP b�dang 
Penanaman Modal sebaga�mana 
d�maksud pada ayat (1), Gubernur 
member�kan pendelegas�an wewenang 
pember�an Per�z�nan dan Nonper�z�nan 
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atas urusan pemer�ntahan d� b�dang 
Penanaman Modal yang menjad� 
kewenangan Pemer�ntah Prov�ns� 
kepada Kepala PDPPM/�nstans� 
Penyelenggara PTSP.

(3). Urusan Pemer�ntahan d� B�dang 
Penanaman Modal yang menjad� 
kewenangan Pemer�ntah Prov�ns� yang 
d�selenggarakan oleh PDPPM/�nstans� 
penyelenggara PTSP terd�r� atas :

a.  urusan Pemer�ntah Prov�ns� d� b�dang 
Penanaman Modal yang ruang 
l�ngkupnya l�ntas Kabupaten / Kota 
berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan mengena� pembag�an urusan 
pemer�ntahan antara Pemer�ntah dan 
Pemer�ntah Daerah Prov�ns�;

b.  urusan Pemer�ntah d� b�dang 
Penanaman Modal yang d�ber�kan 
pel�mpahan wewenang kepada 
Gubernur: dan

c.  urusan Pemer�ntah Prov�ns� yang 
d�tetapkan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan.
Peraturan Kepala Badan Koord�nas� 

Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 
jo Peraturan Kepala Badan Koord�nas� 
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
Badan Koord�nas� Penanaman Modal Nomor 
5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata 
Cara Per�z�nan dan Nonper�z�nan Penanaman 
Modal dalam Pasal 1 ayat 6 menyebutkan 
Per�z�nan adalah segala bentuk persetujuan 
untuk melakukan Penanaman Modal yang 
d�keluarkan oleh Pemer�ntah dan Pemer�ntah 
Daerah yang mem�l�k� kewenangan sesua� 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 
7 d�sebutkan Nonper�z�nan adalah segala 
bentuk kemudahan pelayanan, fas�l�tas 

fiskal dan nonfiskal, serta informasi 
mengena� Penanaman Modal, sesua� dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Dalam proses penyelenggaraan per�z�nan 
dan nonper�z�nan d�lakukan melalu� S�stem 
Pelayanan Informas� dan Per�z�nan Investas� 
Secara Elektron�k sebaga�mana yang 
d�sebut dalam Pasal 1 ayat 37 ya�tu: S�stem 
Pelayanan Informas� dan Per�z�nan Investas� 
Secara Elektron�k, yang selanjutnya d�sebut 
SPEPISE, adalah system elektron�k pelayanan 
Per�z�nan dan Nonper�z�nan yang ter�ntegras� 
antara BKPM dengan Kementer�an/Lembaga 
Pemer�ntah Non Kementer�an yang mem�l�k� 
kewenangan Per�z�nan dan Nonper�z�nan, 
Badan Pengusahaan KPBPB, Adm�n�strator 
KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instans� 
Penyelenggara PTSP d� B�dang Penanaman 
Modal.

Hal �n� kemud�an memunculkan 
interpretasi adanya konflik norma dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut d� 
atas dan peraturan pelaksananya terka�t dengan 
lembaga penyelenggara PTSP d� B�dang 
Penanaman Modal dan t�ngkat kewenangan 
antara Pemer�ntah, Pemer�ntah Prov�ns� dan 
Pemer�ntah Kabupaten/Kota seh�ngga tujuan 
dar� PTSP d� b�dang Penanaman Modal 
yang bertujuan untuk membantu Penanam 
Modal dalam memperoleh kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi 
mengena� Penanaman Modal, dengan cara 
mempercepat, menyederhanakan pelayanan, 
dan mer�ngankan atau mengh�langkan b�aya 
pengurusan Per�z�nan dan Nonper�z�nan 
sesua� dengan yang d�tegaskan dalam Pasal 
3 Peraturan Pres�den Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Terpadu Satu P�ntu d� 
B�dang Penanaman Modal. 
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1.2.  Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang 

telah d�ura�kan d� atas, maka d�rumuskan 
permasalahan mengena� kewenangan 
Pemer�ntah Prov�ns� Bal� dalam 
penyelenggaraan penanaman modal 
d� Prov�ns� Bal� dan penyelenggaraan 
kewenangan penerb�tan per�z�nan d� b�dang 
penanaman modal.

1.3.  Tujuan Penelitian
Tujuan penel�t�an d� s�n� dapat 

dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat 
umum (het doel van het onderzoek) dan 
tujuan yang bers�fat khusus (het doel in het 
onderzoek), sebaga� ber�kut :

1.3.1. Tujuan Umum. 
Secara umum, penel�t�an �n� bertujuan 

untuk mengembangkan �lmu hukum, 
khususnya b�dang hukum pemer�ntahan 
melalu� pemahaman tentang kewenangan 
penerb�tan per�z�nan dan nonper�z�nan d� 
b�dang penanaman modal. 

1.3.2. Tujuan Khusus
Berdasarkan tujuan umum d� atas, 

yang menekankan pada aspek normat�fnya, 
maka tujuan khusus dar� penel�t�an �n� sesua� 
dengan permasalahan d� atas adalah :
a. Untuk mengkaj� dan menganal�s�s 

secara hukum terhadap kewenangan 
Pemer�ntah Prov�ns� Bal� dalam 
penyelenggaraan penanaman modal d� 
Prov�ns� Bal�.

b. Untuk memaham� dan menganal�s�s 
terhadap penyelenggaraan 
kewewenangan penerb�tan per�z�nan 
dan nonper�z�nan d� b�dang penanaman 
modal.

II. Metode Penelitian
Penel�t�an merupakan  ”suatu upaya 

pencar�an” dan bukannya sekedar mengamat� 
dengan penel�t�an terhadap sesuatu obyek 
yang mudah terpegang d� tangan.Penel�t�an 
merupakan terjemahan dar� bahasa Inggr�s 
ya�tu research yang berasal dar� kata ”re” 
(kembal�) dan ”to search” (mencar�). Dengan 
demikian secara harfiah berarti ”mencari 
kembal�”2  

D�samp�ng �tu juga, penel�t�an 
merupakan suatu sarana pokok dalam 
pengembangan �lmu pengetahuan maupun 
teknolog�. Hal �n� d�karenakan penel�t�an 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran 
secara s�stemat�s, metodelog�s dan 
kons�sten.3

2.1.  Jenis Penelitian
Jen�s penel�t�an dalam penel�t�an �n� 

adalah penel�t�an hukum normat�f, bertujuan 
untuk mengungkapkan kenyataan sejauhmana 
perundang-undangan tertentu seras� secara 
vert�kal atau mempunya� keseras�an secara 
hor�sontal apab�la menyangkut perundang-
undangan menyangkut b�dang yang sama.4   

Penel�t�an hukum normat�f yang 
d�maksud, juga merupakan penel�t�an hukum 
doktr�nal yang d�sebut sebaga� penel�t�an 
perpustakaan atau stud� dokumen. 

D�maksudkan dem�k�an karena 
penel�t�an �n� d�lakukan atau d�tujukan hanya 
pada peraturan-peraturan yang tertul�s atau 
bahan-bahan hukum yang la�n, sedangkan 
sebaga� penel�t�an perpustakaan atau stud� 

2 Bambang Sunggono, 2003, Metodelogi Penelitian 
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-
28.

3 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 1986, Penelitian 
Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

4 Ibid, hlm.74.
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dokumen, penel�t�an �n� lab�h banyak 
d�lakukan pada bahan hukum yang bers�fat 
sekunder yang ada d� perpustakaan.5

Penel�t�an �n� berangkat dar� 
adanya konflik norma berkaitan dengan 
penyelenggaraan per�z�nan dan non per�z�nan 
d� b�dang penanaman modal. Oleh karena �tu, 
penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai 
penel�t�an hukum normat�f dengan fokus 
penel�t�an terhadap bahan-bahan hukum yang 
berka�tan dengan pokok permasalahan. 

Dengan kata la�n, penel�t�an �n� 
menekankan kepada penel�t�an bahan-bahan 
hukum yang ada dalam rangka menjawab 
permasalahan penyelenggaraan per�z�nan dan 
nonper�z�nan d� b�dang penanaman modal. 
Dalam membahas pokok permasalahan akan 
d�dasarkan pada has�l penel�t�an kepustakaan, 
ba�k terhadap bahan hukum pr�mer, bahan 
hukum sekunder maupun bahan hukum 
ters�er.

2.2.  Jenis Pendekatan
Penel�t�an �n� mempergunakan 

pendekatan perundang-undangan (the statute 
approach), yang d�lakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulas� yang 
bersangkut paut dengan �su hukum yang 
sedang d�tangan�. 

Melalu� pendekatan dem�k�an akan 
membuka kesempatan bag� penel�t� untuk 
mempelajar� dan menel�t� kons�stens� suatu 
undang-undang dengan undang-undang 
la�nnya atau antara undang-undang dan 
Undang Undang Dasar atau antara regulas� 
dan undang-undang.6   

Berdasarkan pendekatan tersebut 
selanjutnya �ng�n mengkaj� perundang-
undangan d� b�dang penanaman modal, 
khususnya mengena� penyelenggaraan 
per�z�nan dan nonper�z�nan d� b�dang 
penanaman modal, terka�t dengan 
kons�stens�nya terhadap beberapa 
perundang-undangan tentang Penanaman 
Modal. Penel�t�an �n� juga menggunakan 
pendekatan anal�s�s konsep hukum 
(analitical & conceptual approach), ya�tu 
dengan menganal�sa konsep hukum yang 
menyangkut regulas� d� b�dang Penanaman 
Modal yang d�ka�tkan dengan konsep PTSP 
d� B�dang Penanaman Modal, Per�z�nan, 
Nonper�z�nan, konsep wewenang, serta 
dengan mengka�tkannya dengan teor�-teor� 
hukum yang relevan dengan masalah d� 
atas. 

Juga menggunakan pendekatan 
sejarah hukum (historical approach), untuk  
mengkaj� atau menelusur� perkembangan 
hukum yang ada ka�tannya dengan masalah 
hukum dalam penel�t�an �n�, sepert� 
peraturan perundang-undangan yang pernah 
berlaku yang mengatur tentang regulas� d� 
B�dang Penanaman Modal, d�samp�ng juga 
menggunakan pendekatan perband�ngan 
(comparative approach).

Namun dem�k�an, pendekatan yang 
pal�ng dom�nan d�pergunakan dalam 
penel�t�an �n� adalah pendekatan perundang-
undangan. Secara hukum dalam peraturan 
perundang-undangan, yang d�benarkan 
secara akadem�k berdasarkan teor�, konsep, 
asas-asas dan pandangan dar� para sarjana.

2.3.  Sumber Bahan Hukum
Dalam penel�t�an �n�, bahan hukum 

yang d�pergunakan berasal dar� beberapa 
sumber, antara la�n :

5 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam 
Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.31.

6 Peter Mahmud Marzuk�, 2005, Penelitian Hukum, 
Prenada Mul�a, Jakarta, hlm.93.
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a.  Bahan hukum pr�mer; berupa peraturan 
perundang-undangan yang ada 
ka�tannya dengan masalah penel�t�an d� 
atas, sepert� : Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal, Peraturan Pemer�ntah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembag�an Urusan 
Pemer�ntahan antara Pemer�ntah, 
Pemer�ntahan Daerah Prov�ns�, dan 
Pemer�ntahan Daerah Kabupaten/Kota,  
Peratuan Pres�den Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Terpadu 
Satu P�ntu d� B�dang Penanaman 
Modal, Peraturan Menter� Dalam 
Neger� Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu P�ntu, dan Peraturan 
Kepala Badan Koord�nas� Penanaman 
Modal Nomor 5 Tahun 2013 jo 
Peraturan Kepala Badan Koord�nas� 
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Kepala Badan Koord�nas� Penanaman 
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Dan Tata Cara Per�z�nan 
dan Nonper�z�nan Penanaman Modal, 
serta peraturan perundang-undangan 
la�nnya yang ada ka�tannya dengan 
penel�t�an d�atas.

b. Bahan hukum sekunder; adalah bahan-
bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan-bahan hukum pr�mer. 
Atau juga merupakan bahan hukum yang 
member� penjelasan mengena� bahan 
hukum pr�mer, sepert� has�l penel�t�an 
atau has�l karya �lm�ah kalangan 
hukum serta buku-buku l�teratur 
serta tul�san-tul�san hukum la�nnya 
yang relevan dengan masalah yang d� 
bahas, ya�tu mengena� kewenangan 
Pemer�ntah Prov�ns� Bal� dalam 

penyelenggarakan penanaman modal 
d� Prov�ns� Bal� dan penyelenggaraan 
kewenangan penerb�tan per�z�nan d� 
b�dang penanaman modal.

c. Bahan hukum ters�er; yakn� bahan 
hukum yang menjelaskan bahan 
hukum pr�mer dan bahan hukum 
sekunder yang d�peroleh dar� kamus 
hukum, ens�kloped�a, serta dokumen-
dokumen penunjang la�nnya.

2.4.  Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Tekn�k pengumpulan bahan hukum 

d�lakukan dengan meng�nventar�sas�, 
menyusun berdasarkan subyek, selanjutnya 
dikaji / dipelajari, kemudian diklasifikasikan 
sesua� dengan pokok masalah yang d�bahas 
dalam penel�t�an �n�. Tekn�k �n� d�sebut juga 
dengan tekn�k stud� dokumentas� dengan 
mengunakan alat bantu berupa kartu kut�pan 
berdasarkan pengarang/penul�s (subyek) 
maupun tema atau pokok masalah (obyek).7 

3.5.  Tehnis Analisis 
Anal�s�s dalam penel�t�an merupakan 

bag�an yang sangat pent�ng karena dengan 
anal�sa �n�lah bahan hukum yang ada akan 
nampak manfaatnya dalam memecahkan 
masalah.8  Bahan hukum yang d�peroleh 
melalu� �nvestar�sas� peraturan Perundang-
undangan, s�nkron�sas� vert�kal dan 
hor�sontal dan kaj�an pustaka, d�anal�s�s 
secara kual�tat�f dan selanjutnya d�saj�kan 
dalam bentuk deskr�ps�, yang merupakan 
tekn�k dasar yang dapat berart� ura�an apa 
adanya terhadap suatu kond�s� atau pos�s� 

7 W�narno Surachmad, 1985, Pengantar Penelitian 
Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik, Ters�to, Bandung, 
hlm.257.

8 P. Joko Subagyo, 1999, Metode Penelitian Dalam 
Teori dan Praktek, Cet. III, R�neka C�pta, Jakarta, 
hlm.104. 
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dar� propos�s�-propos�s� hukum atau non 
hukum.9  

Anal�s�s dapat d�rumuskan sebaga� 
suatu proses pengura�an  secara s�stemat�s 
dan kons�sten terhadap gejala-gejala 
tertentu.10  Adapun dasar penggunaan anal�s�s 
secara normat�f, karena bahan hukum dalam 
penel�t�an �n� mengarah pada kaj�an-kaj�an 
yang bers�fat teor�t�s dalam bentuk asas-
asas, konseps�-konseps� atau pandangan-
pandangan serta kaedah hukum. Bahan-bahan 
hukum yang telah d�kumpulkan d�anal�s�s 
dengan langkah d�skr�ps�, s�stemat�sas�, 
�nterpretas�, evaluas� dan argumentas�.

D�skr�ps� mencakup �s� maupun 
struktur hukum pos�t�f.11   Bahan hukum 
yang telah d�kumpulkan dar� penel�t�an 
pada awalnya d�olah dan d�deskr�ps�kan dan 
d�tentukan pokok permasalahannya. Bahan 
hukum yang d�deskr�ps�kan dan d�tentukan 
pokok masalahnya, hal �tu d�paka� landasan 
evaluas� Kewenangan Pemer�ntah Prov�ns� 
Bal� dalam penyelenggaraan Penanaman 
Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

III. Hasil dan Pembahasan
3.1. Rincian Tugas Pokok Badan 

Penanman Modal dan Perizinan 
Provinsi Bali.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bal� 

Nomor 82 Tahun 2011 tentang R�nc�an 
Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan 
Per�z�nan Prov�ns� Bal� yang merupakan 

turunan dar� Pasal 172 Peraturan Daerah 
Prov�ns� Bal� Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Organ�sas� dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Prov�ns� Bal� d�sebutkan bahwa 
: Tugas Pokok Badan Penanaman Modal 
dan Per�z�nan Prov�ns� Bal� adalah sebaga� 
unsur pendukung tugas kepala daerah yang 
mempunya� tugas melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan keb�jakan daerah d� b�dang 
penanaman modal dan per�z�nan. Sedangkan 
fungs�nya adalah :
a. Perumusan keb�jakan tekn�s b�dang 

Penanaman Modal dan Per�z�nan;
b. Pember�an dukungan atas 

penyelenggaraan pemer�ntahan 
daerah b�dang penanaman modal dan 
per�z�nan;

c. Pemb�naan dan pelaksanaan tugas 
b�dang penanaman modal dan 
per�z�nan; dan

d. Pelaksanaan tugas la�nnya yang 
d�ber�kan oleh Gubernur sesua� dengan 
tugas dan fungs�nya.

3.2. Pengaturan Lembaga/Instansi 
Penyelenggara Penanaman Modal 
di Provinsi Bali.
Keberadaa lembaga tersebut mengacu 

kepada Peraturan Pemer�ntah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organ�sas� Perangkat 
Daerah, Peraturan Menter� Dalam Neger� 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organ�sas� dan Tata Kerja Un�t Pelayanan 
Per�z�nan Terpadu  d� Daerah dan Peraturan 
Menter� Dalam Neger� Nomor 24 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pelayanan Per�z�nan 
Terpadu Satu P�ntu dan bukan mengacu 
kepada Peraturan Pres�den Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu 
P�ntu d� B�dang Penanaman Modal yang 
merupakan penjabaran dar� Undang-Undang 

9 Anon�m, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian 
dan Penelitian Tesis Ilmu Hukum, 2006, Program 
Stud� Mag�ster Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Un�vers�tas Udayana, hlm.10.

10 Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan 
Kepatuhan Hukum, Rajawal�, Jakarta, hlm.137.

11 Ph�l�pus M. Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum 
Dogmatik (Normatif) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun 
IX, Nopember – Desember, Surabaya.
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Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal, dan Badan Penanaman Modal dan 
Per�z�nan Prov�ns� Bal� d�atur dalam Pasal 
172 Peraturan Daerah Prov�ns� Bal� Nomor 
4 Tahun 2011 tentang Organ�sas� dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Prov�ns� Bal� dan 
Peraturan Gubernur Bal� Nomor 82 Tahun 
2011 tentang R�nc�an Tugas Pokok Badan 
Penanaman Modal dan Per�z�nan Prov�ns� 
Bal� dan dengan �n� telah d�l�mpahkan 
penandatangan Per�z�nan sebanyak 36 dan 
Nonper�z�nan sebanyak 16 dar� Gubernur 
Bal� kepada Kepala Badan Penanaman Modal 
dan Per�z�nan Prov�ns� Bal� berdasarkan 
Peraturan Gubernur Bal� Nomor 62 Tahun 
2013 tanggal 31 Desember 2013. Namun 
dem�k�an dalam Peraturan Gubernur tersebut 
t�dak terdapat pel�mpahan kewenangan 
terka�t dengan penerb�tan per��znan d� 
b�dang Penanaman Modal berdasarkan 
peraturan tekn�s ya�tu: Peraturan Kepala 
Badan Koord�nas� Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2013 jo Peraturan Kepala 
Badan Koord�nas� Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Kepala Badan Koord�nas� 
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Pedoman Dan Tata Cara Per�z�nan 
dan Nonper�z�nan Penanaman Modal selaku 
lembaga Perangkat Daerah Prov�ns� B�dang 
Penanaman Modal (PDPPM) d� Prov�ns� 
Bal�.

Dalam upaya member�kan kepast�an 
hokum terhadap penanam modal yang �ng�n 
menanamkan modalnya d� Prov�ns� Bal� 
yang semest�nya dapat d�terb�tkan oleh 
Badan Penanaman Modal dan Per�z�nan 
Prov�ns� Bal� berdasarkan kewenangan yang 
telah d�ber�kan dalam peraturan perundang-
undangan d� b�dang Penanaman Modal 
dengan send�r�nya t�dak dapat d�terb�tkan 

meng�ngat dalam pel�mpahan kewenangan 
yang d�ber�kan oleh Gubernur Bal� kepada 
Kepala Badan Penanman Modal dan Per�z�nan 
Prov�ns� Bal� t�dak d�atur d� dalamnya. 
Adapun Per�z�nan d� B�dang Penanaman 
Modal yang semest�nya dapat d�terb�tkan 
berdasarkan kewenangan yang d�ber�kan 
adalah: Iz�n Pr�ns�p Penanaman Modal; Iz�n 
Usaha; Iz�n Pr�ns�p Perluasan Penanaman 
Modal; Iz�n Usaha Perluasan; Iz�n Pr�ns�p 
Perubahan Penanaman Modal; Iz�n Usaha 
Perubahan; Iz�n Pr�ns�p Penggabungan 
Perusahaan Penanaman Modal; dan 
Iz�n Usaha Penggabungan Perusahaan, 
sedangkan Nonper�z�nan d�samp�ng 
memfas�l�tas� permohonan per�z�nan 
penanaman modal as�ng yang mas�h menjad� 
kewenangan Badan Koord�nas� Penanaman 
Modal Republ�k Indones�a, juga terka�t 
dengan pember�an �nsent�f/kemudahan-
kemudahan dan pember�an �nformas� tentang 
penyelenggaraan Penanaman Modal.

IV.  Penutup
4.1.  Simpulan

Berdasarkan ura�an tersebut d� atas 
maka dapat d�s�mpulkan sebaga� ber�kut :
1. Bahwa kewenangan Pemer�ntah 

Prov�ns� Bal� dalam penyelenggarakan 
penanaman modal d� Prov�ns� Bal� 
mas�h rancu dan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku d� b�dang Penanaman Modal 
d� Indones�a.

2. Bahwa dalam penyelenggaraan 
kewenangan penerb�tan per�z�nan 
d� b�dang penanaman modal perlu 
d�lakukan pen�ngkatan sumber daya 
manus�a dan �nfrastruktur penunjang 
d�samp�ng tetap melakukan koord�nas� 
dengan �nstans� dan lembaga yang 
menangan� penanaman modal.
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4.2.  Saran
Adapun saran yang dapat d�kemukakan 

dalam hal �n� adalah :
1. Perlunya d�lakukan kaj�an ulang 

terhadap Peraturan Gubernur Bal� 
tentang Pel�mpahan Kewenangan d� 
B�dang Per�z�nan dan Nonper�z�nan 
kepada Kepala Badan Penanaman 
Modal dan Pr�z�nan Prov�ns� Bal� yang 
mengacu pada peraturan perundang-
undangan d� b�dang penanaman modal 
seh�ngga dapat member�kan kepast�an 
hukum bag� penanam modal yang 
mengajukan permohonan per�z�nan 
d� b�dang penanaman modal sebaga� 
lembaga PDPPM d� Prov�ns� Bal� 
berdasarkan kewenangannya.

2. Perlunya d�terb�tkan Standar 
Operas�onal dan Prosedur dalam 
penyelenggaraan penanaman modal, 
menerb�tkan Standar Pelayanan 
M�n�mal, melengkap� �nfrastruktur 
yang kurang dan terleb�h lag� 
men�ngkatkan sumber daya manus�a 
terutama pada pos�s� Front Office dan 
Back Office yang menangan� langsung 
permohonan sampa� penerb�tan 
dokumen per�z�nan yang d�mohonkan.
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